BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan di

IFRSI At-Tin Husada Ngawi dapat disimpulkan:

1.

Pelayanan Kefarmasian yang ada di IFRSI AT-Tin Husada Ngawi
dilkakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur, namun belum
mencangkup semua Farmasi Klinis yang ada di Permenkes Nomor 72
Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.

Pengelolaan obat di IFRSI At-Tin Husada Ngawi sudah sesuai dengan
Permenkes Nomor 72 Tahun 2016, yang meliputi pemilihan obat,
perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan,

pendistribusian, pengendalian, pemusnahan, administrasi.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan praktik kerja lapangan di

IFRSI At-Tin Husada Ngawi, yaitu:
1. Sistem pengendalian di IFRSI At-Tin yang menggunakan komputerisasi

sebaiknya di perbarui menjadi lebih baik, sehingga keselisihan stok dapat
dikurangi.

Perlu adanya ruangan dispensing di IFRSI At-Tin Husada karena
dispensing sediaan steril seharusnya dilakukan oleh tenaga farmasi.

Perlu adanya sistem penomoran otomatis, sehingga apabila obat sudah

siap, untuk mengurangi kesalahan pemanggilan dan penyerahan obat.
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